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PENETAPAN
Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Mj

~"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :
Syahran, A. Ma bin Sirajuddin, NIK 7605010204790002, umur 45 tahun,
tempat dan tanggal lahir Majene, 02 April 1979,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan Diploma ll, tempat kediaman
di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai
Pemohon I;

Peririanti binti Abd. Razak, NIK 7308264702860001, umur 38 tahun,
tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Februari
1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Lingkungan  Copala, Kelurahan  Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara  Nomor
197/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada
tanggal 15 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur,
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Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman
kandung (saudara ayah) Pemohon Il bernama Muhammad Razak, karena
ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam
Dusun, bernama Tashih, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat
dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama
Syabhril dan Muliadi;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan undang-
undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai dan Pemohon Il
berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum dikaruniai
anak.

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahannya ke
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak
memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon | dan Pemohon |l adalah
untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, Syahran, A. Ma bin
Sirajuddin dengan Pemohon |II, Peririanti binti Abd. Razak yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan
Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banggae Timur Kabupaten Majene;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;
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Subsider :
- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Majene untuk masa pengumuman selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak
ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan
dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan
Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut
permohonannya karena adanya kekeliruan terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara
ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas
permohonan ltsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat
dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, para Pemohon menyatakan
mencabut permohonannya karena ada kekeliruan terhadap permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut
permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya,
dan oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan

hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara para Pemohon patut
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dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Mj telah selesai karena
dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24
September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah
oleh Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan
Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj.
Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.
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Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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